
 
BUPATI KAYONG UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR  7  TAHUN  2019 

 

TENTANG 

 

KODEFIKASI ASET DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) 

Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Kayong Utara tentang Kodefikasi Aset Desa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4682); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 

Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kayong Utara Nomor 118); 

8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 19); 
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  MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODEFIKASI ASET DESA. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadikewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara. 

4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  

8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik 

Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.  

9. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari 

perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 

pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 

pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset 

Desa.  
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10. Tanah Desa  adalah  tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh 

Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa 

dan/atau untuk kepentingan sosial. 

11. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, 

dan pelaporan hasil pendataan aset Desa. 

12. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke 

dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub-sub rincian 

objek. 

13. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka 

pengamanan dan  kepastian status kepemilikan. 

 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP  

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. Kodefikasi barang; 

b. Kode Lokasi; dan  

c. Kode register. 

 

BAB III 

KODEFIKASI BARANG 

 

Pasal 3 

(1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf  a, 

menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode 

rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek 

barang milik Desa 

(2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek, dapat 

dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan keputusan 

kepala Desa. 

(3) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan 

kepada Bupati. 

 

Pasal 4 

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi : 
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a. level 1 menunjukan kode akun; 

b. level 2 menunjukkan kode kelompok; 

c. level 3 menunjukan kode jenis; 

d. level 4 menunjukkan kode objek; 

e. level 5 menunjukkan kode rincian objek; 

f. level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan 

g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek. 

 

 BAB IV 

KODE LOKASI 

 

Pasal 5 

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, menggambarkan 

lokasi barang milik Desa. 

 

Pasal 6 

(1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah barang milik 

Pemerintah Desa . 

(2) Kode lokasi barang milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang 

milik desa dan penyajian neraca Pemerintah Desa. 

 

BAB V 

KODE REGISTRASI 

  Pasal 7 

(1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi: 

a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan 

b. kode barang dan nomor urut pendaftaran. 

(2) Kode register sebagimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada setiap 

barang milik Desa. 

(3) Setiap barang milik Desa diberikan label kode register sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dikecualikan : 

a. Persediaan; 

b. Aset Tetap Renovasi (ATR); 

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); 

d. Akumulasi penyusutan; 

e. Akumulasi Amortisasi; dan 

f. Aset Tidak Berwujud (ATB). 



~ 6 ~ 
 

 

BAB VI 

TATA CARA KODEFIKASI ASET DESA 

Pasal 8 

(1) Setiap aset Desa yang diperoleh dan dimiliki Pemerintah Desa wajib 

dilakukan pencatatan dan pemberian kodefikasi aset Desa; 

(2) Tata cara kodefikasi aset Desa  tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 9 

Kodefikasi barang, Kode Lokasi dan Kode register sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong 

Utara. 

 Ditetapkan di Sukadana 

pada tanggal 22 Januari 2019 
 
BUPATI KAYONG UTARA, 
 

              Ttd  
 

CITRA DUANI 
Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal 22 Januari 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA, 
 

                  Ttd  

 
HILARIA YUSNANI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

 

 
 

MOLYADI, S.H. 
Pembina/(IV/a) 

NIP.197507092007011019 


